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RINGKASAN 

MUHAMMAD FARIS MA’ARIF. April 2026. PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG 

DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. 

Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh negara diatur pada Pasal 34 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 

layak.” berdasarkan pasal tersebut maka pelayanan kesehatan semestinya 

didasarkan kepada standar kelayakan medis dan profesionalitas serta harus 

memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan pelayanan kesehatan 

adalah jelas untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

tetapi sayangnya hal tersebut tidak diindahkan pada praktiknya di lapangan oleh 

beberapa oknum dokter sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan, yang justru melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasien 

perempuan atau anggota keluarga dari pasien yang dokter tersebut layani sehingga 

menyebabkan rusaknya kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan 

tenaga medis dalam fasilitas pelayanan kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana ketentuan hukum terkait 

perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP 

dalam hukum pidana serta untuk mengetahui, bagaimana pertanggungjawaban 

pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter 

residen PAP. 

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis normatif, penelitian dilakukan dengan 

studi kepustakaan, dengan langkah mengumpulkan bahan hukum yang disusun 

secara sistematis dari primer, sekunder dan tersier untuk menjawab dari rumusan 

masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Dalam hukum pidana perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan 

oleh dokter residen PAP, memenuhi beberapa pasal pada KUHP yakni Pasal 

285 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP 

baru. Sedangkan pasal yang secara spesifik mengatur perbuatan pemerkosaan 

keluarga pasien dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 

yang dilakukan oleh dokter residen (tenaga medis) adalah Pasal 6 huruf c 

juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS. Meskipun diatur pada beberapa 

pasal dalam undang-undang, namun, dengan adanya penerapan asas lex 

specialis derogat legi lex generalis yang menyatakan bahwa ketentuan yang 
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lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, dan asas 

tersebut juga telah tertuang pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP lama (Wetboek van 

Strafrecht) sementara pada KUHP Baru terdapat pada Pasal 125 Ayat (2), 

Namun, penerapan asas lex specialis derogat legi generali tersebut tidak 

berarti ketentuan hukum umum dalam KUHP dikesampingkan sepenuhnya. 

Dalam konteks kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP, 

mengingat UU TPKS tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan 

'membuat pingsan atau tidak berdaya' sebagai unsur pemerkosaan, maka 

penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan bersifat pelengkap untuk 

menjerat tindakan terdakwa yang tidak terjangkau oleh unsur-unsur dalam 

UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku dokter residen 

PAP ialah Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 16 

Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama 

(Wetboek van Strafrecht) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat 

korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP. 

2. Pertanggungjawaban hukum terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien 

oleh dokter residen PAP tidak hanya dibebankan kepada pelaku pemerkosaan 

tetapi, pihak rumah sakit juga dimintai pertanggungjawabannya. 

Tanggungjawab hukum bagi pelaku pemerkosaan dokter residen PAP yang 

merupakan tenaga medis, melakukan tindak pidana perkosaan dengan 

penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dikenai pertanggungjawaban 

pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, kemudian 

ditambah 1/3 (satu per tiga), dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah), secara perdata pelaku dikenakan restitusi (ganti 

kerugian) yang besarannya ditentukan oleh hakim dan juga sanksi etik 

kedokteran. Sementara untuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit 

berdasarkan penerapan asas vicarious liability ditangguhkan 

pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan pihak lain 

yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah tanggung jawabnya. 

Rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika merupakan 

pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana 

(deelneming) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (Wetboek 

van Strafrecht) yang bentuknya meliputi pelaku utama (pleger), turut serta 

(medepleger), menyuruh melakukan (doen pleger), menganjurkan (uitlokker) 

atau pembantu (medeplichtige).  
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter residen PAP 

dalam kasus pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Bandung, yang menjadi 

perhatian penting adalah karena terdapat penyesatan menggerakkan korban untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan oleh pelaku dokter residen 

PAP. Melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus 

dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji dasar hukum pidana 

yang dapat dijeratkan kepada dokter residen PAP dan rumah sakit dalam kasus 

pemerkosaan keluarga pasien. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum 

pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter 

residen PAP, memenuhi beberapa pasal dalam KUHP yakni Pasal 285 KUHP lama 

(Wetboek van Strafrecht) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP baru. Dalam konteks kasus 

pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP, mengingat UU TPKS tidak 

mengatur secara khusus mengenai perbuatan 'membuat pingsan atau tidak berdaya' 

sebagai unsur pemerkosaan, maka penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan 

bersifat pelengkap untuk menjerat tindakan Pelaku yang tidak terjangkau oleh 

unsur-unsur dalam UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku 

dokter residen PAP ialah Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto 

Pasal 16 Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama 

(Wetboek van Strafrecht) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat 

korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP. 

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan penerapan asas vicarious 

liability ditangguhkan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang 

dilakukan pihak lain yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah 

tanggung jawabnya, rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika 

merupakan pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana 

(deelneming) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (Wetboek van 

Strafrecht). 

 

Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban pidana, Dokter residen, Pemerkosaan 

Keluarga Pasien 
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terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 
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